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ABSTRAK  
(A). Nama: Sindhi Cintya (NIM: 205180001).  
(B). Judul Skripsi: Refurmulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok  

Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara. 
(C). Halaman: VII + 69 +  10 + 2021 
(D). Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Asset Recovery, Hukuman  

Pokok.  
(E). Isi: 

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar bisa 
yang sudah melintas antar negara. Tindak pidana korupsi sendiri 
menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan yang hingga kini kerugian 
yang ditopang negara belum tertutupi dan hal tersebut menimbulkan 
keresahan terhadap para penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam 
penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian preskriptif 
yang artinya bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai 
langkah-langkah yang dapat diambil saat menagani masalah-masalah 
berhubungan dengan korupsi. Dengan ini, masalah yang dirumuskan pada 
penelitian adalah : Bagaimana reformulasi asset recovery sebagai pidana 
pokok dalam upaya pengembalian kerugian negara.  Hukum positif yang 
berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai penghukuman terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi masih berfokus kepada penghukuman fisik 
pelaku dikarenakan Indonesia masih menggunakan keadilan retributive yang 
berfokus memberikan hukuman berat kepada pelaku untuk memberikan efek 
jera, dibandingkan dengan penyelesaian dalam rangka pemulihan akibat 
tindak pidana korupsi yang berupa asset recovery. Dengan berjalannya 
penelitian ini dapat kami pelajari bahwa didalam UNCAC dijelaskan bahwa 
restorative justice dalam kasus korupsi dapat berupa asset recovery. Asset 
recovery merupakan upaya penanganan asset yang dimiliki pelaku dari hasil 
korupsi untuk dikebalikan kepada negara sebagai semestinya. Pengaturan 
mengenai asset recovery tidak diatur secara tersendiri. Dengan ini, Indonesia 
sendiri sudah seharunya menerapkan asset recovery sebagai hukuman pokok 
untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh negara sebagai 
korban dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang 
juga dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Penerapan asset recovery sebagai 
hukuman pokok bukan hal yang mustahil untuk di tepatkan. 

(F). Acuan: 51 (1975 – 2021) 
(G). Pembimbing: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. 
(H). Penulis 
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ABSTRACT 

(A). Name: Sindhi Cintya (NIM: 205180001). 
(B). Thesis Title: Refurbishment of Asset Recovery as a Principal Crime In  

Efforts to Recovery State Losses. 
(C). Page: VII + 69 + 10 + 2021 
(D). Keyword: corruption crime, Asset Recovery, basic punishment 
(E). Contents:  

Corruption is an extraordinary crime that has crossed between countries. The 
crime of corruption itself creates losses for the state which has not been 
recovered yet, causing anxiety for law enforcers of Indonesia. In this paper, 
the research method used is prescriptive, it aims to obtain input regarding the 
steps that can be taken when dealing with corruption cases. With this, the issue 
formulated in this research is: How to reformulate asset recovery as a 
principal crime in an effort to recover state losses. The positive law currently 
in force in Indonesia which regulates the punishment of perpetrators of 
criminal acts of corruption still focuses on physical punishment of 
perpetrators as Indonesia still uses retributive justice which focuses on giving 
severe punishments to perpetrators to provide a deterrent effect, compared to 
settlements in the context of recovering from criminal acts. As this research 
progresses, we get to learn that in UNCAC it is explained that restorative 
justice in corruption cases can be done through asset recovery. Asset recovery 
is an effort to overtake assets owned by perpetrators from the proceeds of 
corruption and returned to the state as appropriate. Arrangements regarding 
asset recovery are not regulated separately. With this, Indonesia itself should 
have implemented asset recovery as the main punishment to prevent the 
greater losses experienced by the state as victims and provide justice and 
welfare to the people who were also harmed by corruption. The application 
of asset recovery as the main punishment is not impossible to implement. 

(F). Reference: 51 (1975 – 2021) 
(G). Adviser: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. 
(H). Author: 
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